BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.693, 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN. Tarif. Pelayanan
Kesehatan. Peserta PT ASKES. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 029 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 416/MENKES/PER/11/2011 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/11/2011 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes
(Persero) perlu disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan pelayanan kesehatan;

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1572A/Menkes/SK/XI11/2002 tentang Tarif Pelayanan
Jantung Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi
Kesehatan Indonesia di Perusahaan Jawatan Rumah
Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan dan tarif pelayanan kesehatan;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
416/Menkes/Per/11/2011 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero);
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima
Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta
Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3456);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Subsidi dan luran Pemerintah dalam Penyelenggaraan
Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4294);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang
Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran
dan Besarnya luran yang dipungut dari Pegawai Negeri,
Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8
Tahun 1977;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1102/Menkes/
SK/I1X/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung
dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai
Pusat Jantung Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
416/Menkes/Per/11/2011 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 416/MENKES/PER/II/2011 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES
(PERSERO).

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
416/Menkes/Per/11/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta
PT Askes (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
117), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 11 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima
pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota
keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

2. Anggota keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak
yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima
tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta
dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya.

5. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disebut PPK Tingkat Pertama adalah praktik perorangan
dokter/dokter gigi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Dokter
Keluarga, Klinik, Puskesmas, dan Jejaring Puskesmas meliputi
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).

6. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya
disebut PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan
spesialistik, yaitu rumah sakit.
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Dokter  keluarga  adalah dokter  praktik umum  yang
menyelenggarakan pelayanan primer yang komprehensif, kontinu,
mengutamakan pencegahan, koordinatif, mempertimbangkan
keluarga, komunitas dan lingkungannya dilandasi keterampilan dan
keilmuan yang mapan yang telah dilakukan kredensialing oleh PT
Askes (Persero).

. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan
medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari
satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga
medis.

. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas

adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di
suatu wilayah kerja.

Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan
ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik
berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.

Balai Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Balkesmas
adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat/Daerah yang
menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi
masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan
menyeluruh di suatu wilayah kerja, milik Pemerintah Daerah yang
berlokasi di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri atas Balai
Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Pengobatan
Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat.

Rumah Sakit adalah rumah sakit milik pemerintah pusat, rumah
sakit milik pemerintah daerah, atau rumah sakit yang menjalin
kerjasama dengan PT Askes (Persero), yaitu Rumah Sakit Umum
Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D, serta Rumah Sakit Khusus
Kelas A, Kelas B dan Kelas C.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat
jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.

Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada pemberi
pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi,
diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskesmas
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